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Pendahuluan

fELAVANAN

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 (satu) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan
dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi,
lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi,
perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan
sektor strategis lainnya

ﬁelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa “disamping
menyelenggarakan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan
dan/ atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
Camat juga melaksanakan kewenangan Bupati vyang
dilimpahkan kepada Camat yang meliputi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Administrasi
Pencatatan Sipil dan lainnya’
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Pendahuluan

ﬁATEN

Peningkatan pelayanan publik terus dilakukan dimulai dari

pemerintah pusat dengan menetapkan pembentukan

pelayanan administrasi terpadu satu pintu kemudian merujuk ﬁplementasi PATEN dalam hal ini merupakan bagian dari
ke tingkat Kecamatan yang secara khusus diatur dengan wujud pelimpahan wewenang kepada kecamatan sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo dengan
Tentang Pedoman Pelayanan  Administrasi ~ Terpadu memposisikan warga masyarakat hanya berhubungan
Kecamatan. dengan petugas meja/loket pelayanan di kecamatan.

/ Peneliti menggunakan pendekatan model teori implementasi
dari George C. Edward Ill dengan 4 faktor vang
mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu:

« Komunikasi, |
« Sumber Daya,
 Disposisi, dan
« Struktur Birokrasi. -J

o iversi .
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Gap Permasalahan

* Masyarakat kecamatan Candi sudah menggunakan layanan PATEN dengan baik
tetapi dari pengamatan dilapangan, pengimplementasian PATEN masih terdapat
beberapa permasalahan:

4 )

Mengenai fasilitas
juga masyarakat
masih mengeluhkan

: kondisi ruang tunggu
Terbat lah g tungg . .
[suﬁ:bgradsan\;/aaal;:’aatur\ e sebagian ecll A
kurang luas, masyarakat yang
h kecamatan yang \ / sudah lanjut usia
ertugas memberikan masih kurang
.P_ela\/a.nan memahami mengenai
Administrasi Terpadu PATEN
\_ Kecamatan (PATEN), - \_ ' )

— \ , . . " universitas .
l MS":)?( @ www.umsida.ac.id umsida1912 ¥ umsidal912 f U adiyal © umsidal9i2



Data Empiris

Tabel 1 Standar Pelayanan (SP) Kecamatan Candi Tahun 2023

No. Jenis Pelayanan

Jumlah Pengajuan
Bidang Kependudukan

a. Pelavanan KK (Kartu Keluarga) 2.543
b. Pelavanan «-KTP 816
1 c. Pelayanan KIA (Kartu Identitas Anak) 158
d. Pelayanan Legalisir Surat-Surat 573
e. Pelayanan Surat Dispensasi Nikah Muslim 136

Bidang Ketenagakerjaan

Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK-1)

Bidang Pertanahan

Pelavanan Pengesahan Surat Keterangan Waris

Bidang Kesehatan
4 11409
Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Sumber: Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
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Penelitian Terdahulu

Adi Susila dan Sunarti Duwi Cahyani (2019)
“Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan di Kota Bekasi”

Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) Di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota
Bekasi sudah dapat dikatakan baik tetapi masih terdapat
hambatan, yakni kurangnya pemahaman masyarakat mengenai
penyelenggaraan PATEN, pengoperasian data PATEN yang
belum optimal dan kurangnya blangko E-KTP

Aris Maulida Monkuba, dkk (2021)
“Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh”

Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh
Selatan belum dapat diimplementasikan dengan baik karena
masih kurangnya komunikasi dalam pelaksanaan paten
terlihat belum semua masyarakat mendapatkan sosialisasi,
kurangnya kompetensi sumber daya dikarenakan masih
terdapat beberapa pegawai yang belum mengikuti pelatihan.
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Penelitian Terdahulu

Reince Ronny Jacob, Fitri Mamonto, dan Charles Tangkau (2021)
“Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon”

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan
Tomohon Timur masih belum maksimal dan memperlihatkan kurang
efektifnya organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,

belum tersedia sumber daya sarana prasarana komputer yang
memadai dan sumber daya pengelola hanya satu orang operator,
belum sepenuhnya terjadi keterbukaan informasi mengenai
penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat, proses
penyelenggaraan pelayanan publik dari permohonan sampai ke tahap
terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket
pelayanan, belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat

T iversi .
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Metode

.+, Jenis Penelitian: / Sumber Data: Teknik Analisis Data:
-e - Penelitian kualitatif rc;\ - Data Primer - pengumpulan data,
~ dengan metode deskriptif - Data Sekunder - reduksi dafa,
- penyaqjian data, dan
- penarikan kesimpulan.
'R Fokus Penelitian: , , Teknik Pengumpulan Data:
@ Membahas implementasi PATEN di _ Observasi dilakukan di
Kecamatan Candi, menganalisis serta Kecamatan Candi Kabupaten Lokasi Penelitian:
menyusun upaya yang dilakukan dalam Sidoarijo. Kecamatan Candi
meningkatkan implementasi PATEN — Wawancara dilakukan dengan ~ ®I& Kabupaten Sidoarjo
menggunakan teori milik George C. salah satu masyarakat
Edward Ill yang memiliki empat indikator, Kecamatan Candi, staff
vakni pelayanan umum, dan Kasubag
- Komunikasi, Umpeg,

— Dokumentasi dan studi pustaka

- Sumber Daya, penelitian terdahulu

- Disposisi, dan
- Struktur Birokrasi.

N P .
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B. Sumber Daya Pada _ - _ _
Implementasi Pelayanan C. Disposisi D. Struktur Birokrasi
PATEN di Kecamatan Candi

Sumber daya yang dimaksudkan
meliputi sumber daya manusia dan
sumber daya non manusia. Sumber
Daya Manusia (SDM) merupakan
elemen penting bagi implementasi
pelayanan publik

Yang Pertama terdapat pada bidang
Pelayanan Administrasi
kependudukan dengan jumlah satu
pegawai.

Kedua pada bidang yang mengelola
data pelayanan dengan satu
pegawai.

Menurut persepsi narasumber
dengan 2 pegawai tidak terjadi
beban kerja yang berlebih. Sehingga
pegawai merasa nyaman dan
seimbang terkait beban kerjanya.

Memperhatikan pada hasil lapangan
ang menjelaskan tidak ada beban
erja yang berlebihan maka daﬁat

dikatakan pegawai yang dimiliki

oleh Kantor Pemerintah Kecamatan
sudah cukup optimal.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
KEPENGURAN KARTU KELUARGA

Hasil Scan Kartu Keluarga (KK) Lama Asli

Hasil Scan formulir F-1.02

Hasil Scan Formulir F1-06 Permohonan perubahan elemen data
penduduk bermaterai

Hasil scan Data pendukung perubahan elemen data (buku nikah/
akta kelahiran/ ijazah/ akta kematian/ penetapan pengadilan/SK
Pekerjaan/ Bukti golongan darah/surat keterangan pemeluk
agama atau kepercayaan/ paspor/akta perkawinan/dokumen
negara lainnya);

Email pribadi dan nomor handphone.

Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kantor
desa/kelurahan

Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta upload data
persyaratan melalui aplikasi plavon Dukcapil

Proses input dan verifikasi data oleh operator kecamatan

Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan
harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya

Proses pengajuan TTE KK

Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link
cetak yang dikirim email
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KESIMPULAN

Pertama, proses komunikasi penerapan layanan PATEN sudah berjalan
dengan baik dan optimal;

Kedua, terdapat dua jenis Sumber Daya yang dimiliki oleh Kantor
Pelayanan Kecamatan Candi yakni Sumber Daya Manusia yang
sudah optimal dan Sumber Daya Material yang belum optimal,

Ketiga, Disposisi yang ada di Kecamatan Candi sudah sangat jelas yakni
dengan adanya Surat Keputusan Camat yang dapat
mempengaruhi sikap dan tanggungjawab petugas layanan
PATEN;

Keempat, struktur birokrasi di Kantor Kecamatan Candi sudah sangat

Jelas khususnya struktur petugas layanan PATEN
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